BAB 2

LANDASAN TEORI

21 Industri Perbankan
2.1.1 Definisi

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia dtoh® Tahun 1998 tentang
perbankan, yang dimaksud dengan bank adbkdan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkamkeymda masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangkeningkatkan taraf hidur rakyat banyak
Mengacu pada Pedoman Penyajian dan Pengungkapaorabag<euangan Emiten atau
Perusahaan Publik Industri Perbankan (P3LKEPP trid@erbankar) industri perbankan
memiliki karakteristik khusus yang membedakannyagde dengan sektor industri lain. Industri
perbankan berperan sebagai perantara keuarfgeamqgjal intermediary antara pihak yang
memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Beatai perbankan juga berperan sebagai

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintastyag@ran.

2.1.2 Aktivitas Perbankan
Bank sebagai lembaga keuangan, kegiatan sehamyhatidak terlepas dari bidang
keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan y@gidndonesia dewasa ini adalah:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- Simpanan giro

! Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keu&mgiéen atau Perusahaan Publik Industri (P3LKEPP)
adalah pedoman penyajian dan pengungkapan lapeuamgan yang disusun oleh BEJ yang dimaksudkatk untu
memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkaparterstandarisasi dengan mendasarkan pad#prins
prinsip pengungkapan penuh sehingga dapat membhekikaitas penyajian dan pengungkapan yang menbadgai
pengguna informasi yang disajikan dalam pelapoearakgan emiten atau perusahaan publik.
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- Simpanan tabungan

- Simpanan deposito

. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk:
- Kredit investasi

- Kredit modal kerja

- Kredit perdagangan

Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti:

Transfer (kiriman uang)

- Inkaso ¢ollection

- Kliring

- Safe deposit box

- Bankcard

- Banknotes(Valas)

- Bank garansi

- Bankdraft

- Letter of Credit (L/C)

- Travellers Cheque

- Jual beli surat-surat berharga

- Menerima setoran-setoran seperti pembayaran panbayaran telepon,
pembayaran air, pembayaran listrik, dan pemabayaag kuliah.

- Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji/peasitionorarium, pembayaran

deviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah.
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- Dalam kegiatan pasar modal, perbankan dapat mepg@gamin emisi, penjamin,
wali amanat, perantara perdagangan efek, pedadgakgdan perusahaan pengelola
dana.

- Dan jasa lain-lain.

2.1.3 Aktivitas Pembiayaan Project (Project Financing) pada Perbankan
2.1.3.1 De€finisi

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 Tahun k88t adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kierdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengarkpéia yang mewajibkan pihak peminjam
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentugdenpemberian bungaSedangkan
pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang agihéan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayainya untuk mengembalikan uang asgihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sementara itu, keegiatan pembiayaan proyek adeldab pembiayaan terhadap proyek
industri dan infrastruktur jangka panjang dengasidstruktur keuangan yang kompleks di mana
pinjaman dan ekuitas digunakan untuk membiayai gkotersebut. Pinjaman tersebut akan
dilunasi menggunakan arus kas yang dihasilkan @jagrasi proyek tersebut. Pinjaman yang
diberikan pada umumnya berbentuk pinjaman tanpainfm (on-recourse loans yang
dijaminkan oleh proyek itu sendiri dan dilunasiigaus kas proyek.

Pembiayaan proyek biasanya digunakan untuk segtmtambangan, tranportasi,

telekomunikasi, dan industri kebutuhan masyarakat.
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Identifikasi dan alokasi risiko adalam komponemma dalam pembiayaan proyek.
Risiko-risiko yang mungkin timbul dari sebuah prioyerdiri dari:
a. Risiko teknis
b. Risiko lingkungan dan sosial
c. Risiko ekonomi dan politik
Kegiatan pembiayaan proyek dapat juga didistrkarsikepada berbagai pihak dengan
tujuan mendistribusikan risiko yang berkiatan dengeyek tersebut, sementara di sisi lain juga
memastikan keuntungan untuk tiap pihak yang tdrliPada umumnya, skema pembiayaan
proyek melibatkan sejumlah investor ekuitas, yamgeliit sebagai sponsor, dan sejumlah

institusi keuangan yang menyediakan pinjaman dakntuk sindikasi untuk proyek tersebut.

2.1.3.2 Aspek-Aspek Dalam Penilaian Pembiayaan Proyek
Penilaian aspek-aspek untuk kegiatan pembiayaayelprdikenal dengan nama studi
kelayakan usaha (Kasmir, 2005). Aspek-aspek yamtadantara lain:
a. Aspek yuridis/hukum.
Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legmliadan usaha serta izin-izin yang
dimiliki perusahaan atau pelaksana proyek yang ajekgn permohonan pembiayaan.
b. Aspek pemasaran
Dalam aspek ini, yang dinilai adalah prospek petaan terhadap produk atau kegunaan
hasil proyek.

c. Aspek keuangan
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f.

g.

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yangiki untuk membiayai usahanya
dan bagaimana penggunaan biaya tersebut. Di santpimgriu dinilai jugacash flow
keuangan dari proyek tersebut.

Aspek teknis/operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengaauksi seperti kapasitas mesin
yang digunakan, masalah lokdaly outruangan dan mesin-mesin.

Aspek manajemen

Aspek ini bertujuan untuk menilai struktur orgasisperusahaan/proyek, sumber daya
manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalasumber daya manusianya. Akan
dilakukan penilaian juga terhadap pengalaman pafekslalam pengelolaan berbagai
proyek dan pertimbangan lainnya.

Aspek sosial ekonomi

Penilaian yang akan dilakukan adalah analisis d&ntzei proyek tersebut terhadap
perekonomian dan masyarakat umum, seperti menikeykatkspor barang, tersedianya
sarana dan prasarana, meningkatkan pendapatanaketsytan lain-lain.

Aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Penilaian tersebut menyangkut analisis terhadagkuimgan, baik darat, air, atau udara
akibat pelaksanaan proyek tersebut. Analisis ilakdkan secara mendalam apakah bila
kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiakan mencemari lingkungan di

sekitarnya atau tidak.
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2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)
221 Déefinisi

Sampai saat ini belum ada definisi mengenai CSR) ghiterima secara umum, walaupun
telah banyak definisi yang ditawarkan dari berbggamneliti maupun organisasi yang telah
dipublikasikan. Menurut Anderson (1989SR didefiniskan sebagaperating a business on a
reliable, sustainable and desirable basis that respects &thialues, people, communities and
theenvironment.

Sedangkan menurut McWilliams dan Siegel (20CBR is situations where the firm goes
beyond compliance and engages in “actions that appe further some social good, beyond the
interests of the firm and that which is requiredidy.”

Berbagai macam organisasi juga memiliki definesiséndiri mengenai konsep CSR.
Menurut Komisi Uni Eropa, CSR dianggap sebagai skpn di mana perusahaan
mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungatand operasi bisnisnya dan interaksi
dengan pemegang kepentingannya secara sukarelangked World Business Council for
Sustainable Development mendefinisikan CSR seblgaitmen bisnis untuk berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bekerjgatemara karyawan, keluarga mereka,
komunitas lokal dan masyarakat dalam skala luagkumemperbaiki kulitas hidup mereka.

Dari ketiga pengertian di atas Overland (2007) nmapulkan ada tiga kesamaan poin
dari definisi-definisi tersebut, yaitu prinsip damhpertanggungjawabkan dan tanggung jawab
pada pemegang kepentingaermasuk lingkungan, dan komtimen pada praktik ibigrang

berkelanjutan.
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2.2.2 Peran
Banyak eksekutif bisnis yang percaya bahwa kegi&8R adalah hal yang baik. Hal

tersebut dikarenakan banyak peran CSR yang mempanwgauh baik bagi perusahaan. Peranan
CSR tersebut dirangkum oleh Frederick, Davis, dast R1988) dari argumen-argumen
pendukung CSR yang menyatakan CSR berperan dalam:

a. Menyeimbangkan Kekuatan Bisnis dengan Tanggunghlaysa

b. Mengurangi Peraturan Pemerintah

c. Meningkatkan Keuntungan Jangka Panjang

d. Meningkatkan Pandangan Publik Terhadap Perusahaan

e. Merespon Perubahan Kebutuhan dan Ekspektasi M&syara

f. Mengoreksi Masalah Sosial yang Disebabkan Bisnis

g. Mengaplikasikan Suber Daya Bisnis yang BermanfaatkuMasalah yang Sulit

h. Mengidentifikasi Kewajiban Moral Bisnis

23  Peaporan CSR
231 Déefinisi

Pelaporan aktivitas CSR atau biasa disshsatainability reportingadalah aktivitas yang
dilakukan untuk mengukur, mengungkapkan, dan meapggungjawabkan kepag@megang
kepentingarbaik internal maupun eksternal mengenai kinemggoisasi dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutéBusgtainability Reporting Guidelines)Pelaporan CSR ini
didasari adanya konsep dan tujuan dari pembangoedelanjutan, yang didefinisikan sebagai
“development that meets the needs of the presetd wiathout compromising the ability of

future generations to meet their own ne¢dCED, 1987).

19
Analisis tingkat ..., Pratiwi Wahyu Zuriaty, FE Ul, 2008



Pelaporan CSR memperbaiki laporan akuntansi toadisyang telah lama dikritisasi
karena penyediaan yang tidak lengkap atas desksgsuah bisnis. Menurut Nigel Finch,
laporan akuntansi tradisional gagal menunjukkarnneedisan dari aktivitasalue creatingdari
sebuah bisnis dan bagaimana faktor sosial polgEtmempengaruhi aktivitaslue creating
sebuah bisnis.

Oleh karena itu, munculah ide untuk mengkombirasilaporan akuntansi tradisional
tersebut dengan pelaporan aspek selain informasingan, yaitu sosial dan lingkungan. Bentuk

kombinasi laporan tersebut diselrjle bottom line reporting.

2.3.2 Tujuan
Menurut Sustainability Reporting GuidelinegSRI 2006, pelaporan mengenai kegiatan
CSR dapat digunakan untuk beberapa tujuan berikut:
a. Benchmarkinglan mengukur kinerja CS&ustainabilityterhadap hukum, norma, standar
kinerja, dan inisiatif sukarela.
b. Mendemonstrasikan bagaimana organisasi dapat measgm dan dipengaruhi oleh
ekspektasi tentang pertumbuhan berkelanjutan
c. Membandingkan kinerja sebuah organisasi dan amayanisasi yang berbeda dalam

beberapa periode yang berbeda.

24  Dasar Hukum Perbankan, CSR, dan Pelaporan CSR
24.1 Dasar Hukum Perbankan
Terdapat berbagai peraturan yang khusus mengattante perbankan dan hal-hal yang

berkaitan dengan perbankan. Misalnya saja adangangaUndang Nomor 10 Tahun 1998 yang
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khusus mengatur tentang perbankan. Selain itu,gaeld@ank sentral, Bank Indonesia pun

mengeluarkan berbagai peraturan tentang industbap&an yang tercermin dalam berbagai

Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan D&uéaernur Bank Indonesia.

Berikut adalah berbagai dasar hukum yang perbagykag berkaitan dengan kegiatan

CSR, yaitu:

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang ini mengatur tentang perbankan denuaédnal yang berkaitan dengan

perbankan. Beberapa pasal yang dianggap berkagtagad bentuk CSRustainablity

dan pelaporannya pada perbankan adalah:

Pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa: “Dalam membeikedit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib memaiukeyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atau itikad dan kemampu#a g&esanggupan nasabah
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembaldanbiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan.” Dalam penjelasan piasglga dikatakan bahwa bank
dalam memberikan kredit atau pembiayaan harusrpataperhatikan hasil AMDAL
bagi perusahaan yang berskala besar dan atau tigiggi agar proyek yang
dibiayainya tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa: “Untuk menunpglgksanaan program
peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pexdpgan koperasi, usaha kecil
dan menengah, Pemerintah besama Bank Indonesia degiakukan kerja sama
dengan Bank Umum.”

Pasal 29 ayat 3 mengatakan bahwa: “Dalam membeKkadit atau Pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatasha lainnya, bank wajib
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menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank daenk@gan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.”

- Pasal 29 ayat 4 mengatakan bahwa: “Untuk kepenting@sabah, bank wajib
menyediakan informasi mengenai kemungkinan timlkalnyisiko kerugian
sehubungan dengan transasksi nasabah yang dilaknétalui bank.”

b. Peraturan Bank Indonesia N0.5/21/PBI/2003 TentaegeRpan Prinsip Mengenal
Nasabah, yang bertujuan untuk mengurangi risikdhaidzank yang dapat merugikan
nasabah. Pengurangan risiko tersebut melalui pesmerarinsip kehati-hatian dengan
salah satu caranya adalah prinsip mengenal nasababh.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindd&rizi Pencucian Uang. Dalam
undang-undang ini disebutkan bahwa penyedia jasangan wajib menyampaikan
kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Trangasangan) tentang transasksi
keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangarmaseerei dengan jumlah kumulatif

sebesar Rp 500 Juta.

2.4.2 Dasar Hukum CSR dan Pelaporan CSR
Inisiatif CSR telah dinyatakan pada Undang-undamggklngan hidup dengan
mendasarkan pada konsepstainability Berikut adalah beberapa peraturan yang mendasari
inisiatif CSR yang dilakukan oleh perusahaan:
a. Undang-Undang No0.23 Tahun 1997 Tentang Pengeldalagfungan Hidup.
Dalam undang-undang ini membahas tentang hak damajiban masyarakat dan
wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungdaphiAda beberapa pasal yang

juga menjelaskan kewajiban orang yang melakukarhausatau kegiatan dan/atau
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penanggung jawab usaha untuk memberikan infornaasy Yenar dan akurat mengenai
pengelolaan lingkungan hidup (pasal 6 ayat 2), rildnanalisis dampak lingkungan
hidup untuk setiap rencana usaha dan/atau kegigtng kemungkinan dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadapuimggn hidup (pasal 15 ayat 1),
dan lain-lain.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseredraias.

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa laptahanan sebuah perseroan terbatas
sekurang-kurangnya harus memuat beberapa laporanmtsan, termasuk di dalamnya
adalah laporan tanggung jawab sosial dan lingkunBam dalam undang-undang ini
disebutkan pula bahwa perseroan yang menjalank@mtke usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajlaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (pasal 74 ayat 1).

. Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/200ahfeng Program Kemitraan
BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Peraturan ini mengatur tentang peranan BUMN dalandukung pengembangan usaha
kecil dan menengah melalui Program Kemitraan BUM&hghn Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan (PKBL).

. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake

Undang-undang ini membahas tentang hak dan keawajfang dimiliki oleh tenaga
kerja, pekerja/buruh seperti:

- kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk nremepepekerjaan (pasal 5)

- memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskrimirsaspengusaha (pasal 6)
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- memperoleh dan/atau meningktakan dan/atau menggkdrankompetensi kerja
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya madddtihan kerja (pasal 11)

- memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan paesieh penghasilan yang
layak di dalam atau di luar negeri (pasal 31)

- dan lain-lain

25  Standar Pelaporan Kegiatan Pembiayaan dan CSR
251 Sustainability Reporting Guidelines GRI 2006

Global Reporting Initiative (GRI) dibentuk atassdakebutuhan pelaporample bottom
line untuk menyediakan kerangka kerja atau standap@ela sosial dan ekonomi. GRI adalah
serangkaian panduan untuk pelaporan aspek ekodimgikungan, dan sosial pada aktivitas
organisasi.

Kerangka kerja pelaporan GRI ditujukan untuk memkbe kerangka kerja yang dapat
diterima secara umum untuk melaporkan kinerja ekontingkungan, dan sosial organisasi.
Kerangka kerja ini dirancang untuk digunakan orgasii dari berbagai ukuran, sector, atau
lokasi. Kerangka kerja pelaporan GRI terdiri daii umum dan spesifik untuk suatu sektor
(sector-specifi yang telah disetujui oleh para pemegang kepesingecara luas dis eluruh
dunia sebagai pelaporan kinerja CSR organisasi gapgt diaplikasikan secara umum.

Acuan pelaporan CSR terdiri dari Prinsip untuk dedimisikan isi laporan dan menjamin
kualitas informasi yang dilaporkan, Standar Pengapgn yang terdiri dari Indikator Kinerja
dan elemen pengungkapan lainnya, termasuk juganacuak topik teknis yang spesifik pada

pelaporan.
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Dalam mendefinisikan apa saja yang menjadi igi plelaporan CSR berdasarkan GRI,
ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi.

a. Materialitas.
Setiap informasi dalam laporan CSR harus meliputopik dan indikator yang
merefleksikan kondisi ekonomi, lingkungan, dan dakngosial yang signifikan bagi
perusahaan. Materialitas untuk pelaporan CSR telddatas hanya pada topik CSR yang
memiliki dampak keuangan pada organisasi. Penemhaarialitas untuk laporan CSR
termasuk juga mempertimbangkan dampak ekonomikdimgan, dan sosial yang dapat
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenilitukan saat ini tanpa
mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

b. Stakeholder Inclussiveness
Organisasi harus mengidentifikastakeholdensya dan menjelaskan pada laporan
bagaimana organisasi tersebut merespon ekspektapiadastakeholdensya. Ekspektasi
dari stakeholdersadalah poin acuan penting untuk keputusan dalasigpan laporan,
seperti luas, batasan, aplikasi indikator, dan pkathnassurance.

c. KonteksSustainability
Laporan harus menjelaskan tentang kinerja orgsinigmda konteks mengenai
sustainability yang lebih luas. Penjelasan tersebut terdiri di@gaimana organisasi
berkontribusi atau membantu pada pembangunan megand untuk pertumbuhan
ekonomi, lingkungan, dan kondisi sosial. Yang disuakdengan konteks yang lebih luas
adalah laporan tersebut harus mampu menjelaskamj&sustainabilitydalam konteks
pembatasan dan permintaan terhadap sumber dayauniggn dan sosial pada level

sektoral, lokal, regional, maupun global.
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d. Kelengkapan
Pembahasan topik materi, indikator, dan defingiagan pelaporan harus cukup untuk
merefleksikan dampak ekonomi, lingkungan, dan s$ogiang signifikan yang
memungkinkan organisasi untuk memperkirakan kinevjganisasi pada periode
pelaporan. Pembahasan tersebut harus lengkap @afi jangkauan pelaporan,
pembatasan, dan waktu. Kelengkapan tersebut jugmasek praktik pengumpulan

informasi dan apakah penyajian informasi tersedypat dan beralasan.

Ada informasi standar yang harus muncul dalam rEapoCSR sebuah organisasi.
Informasi standar tersebut disettandard Disclosurelnformasi-informasi dianggap standar
dan dapat dijadikan acuan karena informasi terselmriggap relevan dan material untuk
sebagian besar organisasi dan juga merupakan perldEri kebanyakastakeholder Secara
garis besar ada tiga pengungkapan standar yang tgeiporkan oleh laporan CSR, yaitu Profil
dan Strategi, Pendekatan Manajemen, dan Indikatwerja. Dari berbagai informasi mengenai
organisasi, gambar 2-1 akan menjelaskan pengungkstgadar yang mengarahkan informasi

mana saja yang harus dilaporkan.
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Gambar 2-1

Overview GRI

Standard Disclos ures

Focused Sustainability Report

SumberSustainability Reporting Guidelines, Global Repagtinnitiative(2006)

2.5.1.1 Profil dan Strategi
Pengungkapan profil dan strategi bertujuan untuknbentuk konteks keseluruhan agar
stakeholdemengerti tentang kinerja organisasi dalam halegiaprofil, dan tata kelolanya.
a. Strategi dan Analisis
Pengungkapan informasi ini dimaksudkan untuk merké@er konteks pemahaman
menyeluruh terhadap kinerja organisasi, yang tieddni strategi, profil, dan tata kelola.
Profil dapat digambarkan melalui strateginya, profganisasi, parameter pelaporan, tata

kelola, komitmen terhadap tata kelola, dan ketatdib stakeholder Penggambaran
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strategi perusahaan bertujuan untuk memberikangmayach strategis tentang hubungan
organisasi terhadapsustainability dalam rangka untuk menyediakan konteks bagi
pelaporan beikutnya yang lebih detail tentang begegian pada laporan lainnya.

Dalam sebuah laporan CSR, strategi organisasi daagkasustainabilitydicerminkan
melalui pernyataan dari pengambil keputusan tegtimtj organisasi tentang relevansi
sustainabilityterhadap organisasi dan strategi untuk mencasainability.Pernyataan

ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentasigovganisasi dan strategi jangka
pendek, menengah, dan panjang untuk mengelola dgeéribantangan yang berkaitan
dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Strategi organisasi juga tergambarkan melalui x@ngan dampak utama perusahaan bagi
sustainabilitydan dampaknya juga terhadstpkeholdedandampak dari tren, risiko, dan

peluang darsustainabilitypada prospek jangka panjang dan kinerja keuanggmisasi.

. Profil Organisas

Hal-hal melekat pada organisasi yaitu profil jugaus diungkapkan. Profil organisasi
dapat dideskripsikan melalui nama organisasi; m@roduk, dan/atau jasa utama;
struktur operasi organisasi, lokasi kantor pusaimlah negara di mana perusahaan
beroperasi, bentuk kepemilikan dan bentuk hukumgga pasar, skala organisasi, dan
adanya perubahan yang signifikan terkait denganramkustruktur, kepemilikan

sepanjang periode pelaporan, dan penghargaan-ggaghayang diterima.
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c. Parameter Laporan

Selain menjabarkan strategi dan profil dari orgasijslaporan tersebut juga harus
mengungkapkan parameter dari laporan itu sendirarReter laporan dapat berupa profil
laporan (periode pelaporan, tanggal pelaporan hefdayang paling baru, siklus
pelaporan,contact persordari laporan tersebut), skala dan batasan pelap@@ses
penentuan isi laporan, batasan entitas yang dkaporpernyataan pembatasan yang
spesifik pada skala dan batasan dari laporan, geedaporan untuk entitas yang dapat
mempengaruhi keterbandingan laporan dari waktu &e€wdan antar organisasi, teknik
pengukuran data dan dasar penghitungan, penje&fsiindari pengungkapan kembali
informasi yang sudah diuangkapkan pada laporariisaebga dana alasan pengungkapan
kembali tersebut, dan perubahan yang signifikan @goran sebelumnya mengenai
skala, batasan, dan metode pengukuran yang diguipakia laporan.

Dua hal lain yang menjadi parameter laporan adaiatieks isi GRI yang
mengidentifikasikan lokasi dari pengungkapan stenukda laporan, dan penjelasan

mengenai jaminaragsurancgdari eksternal.

d. TataKelola, Komitmen, dan Keterlibatan Stakeholder
Tata kelola yang diterapkan pada organisasi jugaime untuk diungkapkan untuk
memberikan gambaran tentang sehatnya organisasibtdér Beberapa hal tentang tata
kelola yang diungkapkan adalah struktur badankekala, proses pemilihan badan tata
kelola tertinggi termasuk juga kualifikasi dan palagnan dari badan tersebut,
mekanisme pemberian rekomendasi atau arahan damvkan danstakeholderpada

badan tata kelola tertinggi dan mekanisme lain yaergaitan dengan hubungan badan
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tata kelolastakeholder dan visi misi yang dikembangkan secara interagyrelevan
terhadap kinerja ekonomi, sosial, lingkungan.

Komitmen yang harus diungkapkan adalah komitmehatiap inisiatif dari eksternal
yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi, sosial lidgkungan organisasi dan respon
organisasi pada inisiatif tersebut

Sedangkan keterlibatarstakeholder yang diungkapkan adalah mengenai daftar
stakeholderyang terlibat pada organisasi dan pendekatanraya,t@pik atau perhatian
penting yang muncul dari hasil keterlibatiakeholdedan bagaimana respon organisasi

atas topik atau isu tersebut.

2.5.1.2 Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja

Bagian indikator kinerjesustainability dibagi berdasarkan kategori indikator ekonomi,
lingkungan, dan sosial. Tiap kategori dari indika®rsebut termasuk juga pengungkapan pada
pendekatan manajememmdgnagement approaghdan serangkaian indikator kinerja yang
berkaitan.

Pengungkapan atas pendekatan manajemen harus nadayedngkasan yang jelas dan
padat tentang pendekatan manajemen perusahaaddaeraspek-aspek yang didefinisikan pada
tiap kategori indikator. Tujuannya adalah membangonteks yang lebih rinci mengenai

informasi kinerja organisasi dalam rangka mengedokdainabilityorganisasi.

a. Indikator Kinerja Ekonomi
Dimensi ekonomi padaustainability memberikan perhatian pada dampak organisasi

terhadap kondisi ekonomi dari pastakeholderdan terhadap system ekonomi pada
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tingkat lokal, nasional, dan global. Indikator ekom dalam laporan CSR dapat
mengilustrasikan arus modal di antatakeholderdan dampak utama organisasi bagi
stakeholdedari segi ekonomi.

Pada indikator ekonomi, laporan CSR harus menguigika pendekatan manajemen
untuk aspek-aspek berikut:

Kinerja Ekonomi

Keberadaan Pasavi@rket Presence

Dampak Ekonomi Tidak Langsung

. Indikator Kinerja Lingkungan

Dimensi lingkungan padaustainabilitymemberikan perhatian pada dampak organisasi
terhadap sistem alam baik yang hidup maupun tigakyasuk ekosistem, tanah, udara,
dan air. Indikator lingkungan harus mencakupi peggapan yang berkaitan dengan
input (material, energi, dan air) dan output (cony@ emisi, limbah, dan sampah).
Selain itu, indikator ini juga mencakup kinerja gaberkaitan dengatiodiversity,
kepatuhan terhadap lingkungan, dan informasi reléamnya seperti pengeluaran untuk
lingkungan dan dampaknya pada barang dan jasa.

Indikator lingkungan pada laporan CSR harus menkapican pendekatan manajemen
terhadap aspek-aspek lingkungan seperti matematge air, biodiversity emisi dan
limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi késeluruhan aspek lingkungan.
Dalam mengaplikasikarsustainability Reporting Guidelindiperlukan adanya acuan
pelaporan tambahan untuk Indikator Kinerja Lingkamgintuk sektor tertentu. Untuk

industri perbankan, acuan pelaporan tambahan térdapat ditemukan dalaRinancial
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Services Sector Supplement: Environmental Perfoceabalam sektor suplemen ini

akan lebih membahas tentang dampak lingkungan tatadsung yang berkaitan dengan

produk dan jasa keuangan yang merupakan minatetaagan dari banyastakeholders.

Dampak ini dapat lebih besar secara signifikan rdibegkan dampak langsung dari

operasi institusi keuangan.

Indikator-indikator kinerja lingkungan khusus unteéktor keuangan adalah:

1. Deskripsi kebijakan lingkungan yang diaplikasikanuk lini bisnis utama.

2. Deskripsi proses untuk memperkirakan dan menyaisigo lingkungan pada lini
bisnis utama.

3. Pernyataan sejauh apa prosedur perkiraan risig&uimgan yang diaplikasikan untuk
tiap lini bisnis utama.

4. Deskripsi proses untuk memonitor klien dan kepatutesthadap aspek lingkungan
yang muncul akibat proses perkiraan risiko.

5. Deskrispsi proses untuk meningkatkan kompetensyakezan dalam menghadapi
risiko dan peluang lingkungan.

6. Jumlah dan frekuensi audit yang termasuk juga p&saamn terhadap sistem risiko
lingkungan dan prosedur yang berkaitan dengarigmis inti.

7. Deskripsi tentang interaksi klien/perusahaan yaegerima investasi/partner bisnis
yang berkaitan dengan risiko dan peluang lingkungan

8. Persentasi dan jumlah perusahaan yang ada di lpmritfigtitusi keuangan tersebut
yang terlibat dalam isu lingkungan.

9. Persentasi aset yang dikategorikan berdasarkahpeasiaringan lingkungan menjadi

positif, negatif, damest in class screening.

32
Analisis tingkat ..., Pratiwi Wahyu Zuriaty, FE Ul, 2008



10. Deskripsi kebijakan pengambilan suara bagi pemegahgm untuk isu lingkungan
di mana organisasi memiliki hak untuk mengambiihpih sesuai porsinya atau
memberikan nasihat untuk pengambilan keputusan.

11.Persentasi aset yang dikelola di mana organisasiilikie hak untuk mengambil
pilihan sesuai porsinya atau memberikan nasihatkysengambilan keputusan.

12.Nilai moneter total untuk produk dan jasa lingkumggng spesifik yang dibagi
berdasarkan lini bisnis inti.

13. Nilai dari portfolio untuk tiap lini bisnis utamagg dibagi berdasarkan regional yang
spesifik atau berdasrkan sektor.

Dari ke-13 daftar indikator kinerja di atas, yanghaksud dengan lini bisnis inti dari

sektor keuangan terbagi menja@tail banking, commercial and corporate banking,

asset managememtaninsurance.

Indikator Kinerja Sosial

Dimensi sosialsustainability memberikan perhatian pada dampak organisasi tggzhada
sistem sosial di mana organisas tersebut beropdtategori indikator ini dibagi lagi
menjadi tiga aspek besar, yaitu praktik perburub@ak asasi manusia, lingkungan
sekitar, dan tanggung jawab produk.

Aspek praktik perburuhan terbentuk karena adangadst dari berbagai badan dan
standar internasional sepddinited Nations Universal Declaration of Human Rigland

its Protocols, United Nations Conventions: Inteioatl Covenant on Civil and Political
Rights, United Nations Conventions: Internationalv€nant on Economic, Social, and

Cultural Rights, ILO Declaration, The Vienna Ded#ion and Programme of Action.
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Aspek untuk indikator parktik perburuhan yang hadushgkapkan pada laporan CSR
adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

- Ketenagakerjaan

- Hubungan buruh-manajemen

- Kesehatan dan keselamatan kerja

- Pelatihan dan pendidikan

- Keragaman dan kesamaan kesempatan.

Indikator kinerja hak asasi manusia mengharuskganisasi melaporkan sejauh mana
hak asasi manusia dianggap sebagai investasi daikppemilihan kontraktor atau
pemasok. Selain itu, indikator hak asasi manugiashaga mencakup pelatihan hak asasi
manusia, parktik non diskriminasi, kebebasan aspsperburuhan anak, dan hak-hak
lokal.

Pendekatan manajemen untuk aspek hak asasi ma@angjeharus diungkapkan adalah
mengenai:

- Investasi dan praktik pengadaan

- Non-diskriminasi

- Kebebasan Asosiasi d@vllective Bargaining

- Eliminasi penggunaan buruh anak-anak

- Penghindaraforced and Compulsory Labor

- Praktik komplain dan kritik

- Praktik keamanan

- Hak-hak warga lokal
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Aspek selanjutnya adalah indikator kinerja linggan sekitar ociety yang berfokus
pada dampak organisasi pada komunitas di mana mebekoperasi, dan juga
mengungkapkan bagaimana risiko yang mungkin mudatil interaksi dengan institusi
sosial lainnya. Secara khusus, informasi terselautish mengungkapkan risiko yang
berkaitan dengan kegiatan suap dan korupsi, pelngaada pembuat kebijakan publik
yang terlalu banyak, dan praktik monopoli.

Aspek-aspek yang harus diungkapkan yang berkaieargah pendekatan manajemen
untuk indikator lingkungan sekitar yaitu:

- Komunitas

- Korupsi

- Kebijakan publik

- Tindakan Anti Kompetitif

- Kepatuhan

Indikator terakhir untuk sosial adalah indikatanggung jawab produk. Indikator kinerja
tanggung jawab produk berfokus pada aspek produkjalsa organisasi yang secara
langsung mempengaruhi pelanggan, seperti keselt#ankeamanan, informasi dan
pelabelan, pemasaran, dan pribadi. Pengungkapadelkean manajemen untuk
indikator ini adalah untuk aspek:

- Kesehatan dan keamanan pelanggan

- Label produk dan jasa

- Komunikasi pemasaran

- Ruang pribadi pelanggan

- Kepatuhan
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252 Prinsip Ekuator Industri Keuangan (Equator Principles Financial Industries)

Equator Principles adalah acuan yang digunakan oleh industri keuandalam
menentukan, memperkirakan, dan mengelola risik@alsdan lingkungan dalam pembiayaan
proyek. Sedangkakquator Principles Financial Industrie€EPFI) adalah industri keuangan
yang mengadopsi Prinsip Ekuator dalam memberikawlgeaan untuk proyek-proyek. Tujuan
dibentuknya prinsip ini adalah untuk memastikanwsalproyek yang dibiayai oleh industri
keuangan tersebut dikembangan secara bertanggwad jeerhadap sosial dan menerapkan
praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Dengamikien, dampak negatif proyek terhadap
ekosistem dan komunitas sebisa mungkin dapat dibmad, namun jika dampak tersebut
memang tak terhindarkan sebisa mungkin harus digirdan/atau diberikan kompensasi yang
sesuai.

Berikut adalah  Prinsip Ekuator yang mengisyaratkeahwa EPFI hanya akan
memberikan pinjaman kepada proyek yang memenulisiprprinsip (Prinsip 1-Prinsip 9)
tersebut. Prinsip ini diaplikasikan untuk selurubnganaan proyek baru secara global yang
memiliki total biaya modal US $ 10 juta atau lel#hinsip tersebut adalah:

1 Peninjauan dan Kategorisas (Review and Categorisation)

Ketika ada proyek yang memohon pendanaan, incketidngan akan mengkatego